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Kegiatan pemerintah desa diatur di dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah desa dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa dan mengatur segala unsur-

unsur yang ada di dalam suatu desa. Permasalahan skripsi ini tentang peranan 

pemerintah desa terhadap penggunaan dana hasil usaha Badan Usaha Milik Desa 

(BUM Desa) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangsalam, 

Kecamatan Baturraden. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-

buku literatur, dan data primer yang berupa keterangan atau hasil wawancara dengan 

narasumber dari Pemerintah Desa Karangsalam. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintah Desa Karangsalam telah memberikan peranannya untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui BUM Desa. Peranan yang diberikan 

Pemerintah Desa tersebut terdiri dari pembentukkan BUM Desa “Dekade Maju”, 

pengembangan BUM Desa, dan penyertaan modal untuk BUM Desa. Peningkatan 

PADesa melalui BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan mengharapkan hasil usaha yang dijalankan oleh BUM Desa. Hasil usaha dari 

BUM Desa akan menjadi sumber pemasukan bagi PADesa yang dapat digunakan 

untuk keperluan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangsalam. Fakta 

di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa “Dekade Maju” telah 

memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di 

Desa Karangsalam, khususnya bagi masyarakat yang menjadi anggota BUM Desa dan 

berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dikelola BUM Desa. Akan 

tetapi, kebijakan Pemerintah Desa Karangsalam untuk menggunakan dana hasil usaha 

BUM Desa belum dapat dilakukan secara riil terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di Desa Karangsalam.  
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Village government activities are regulated in Law Number 6 of 2014 about 

Villages which is being the legal basis for the village government in carrying out 

activities carried out in the village and regulating all elements in a village. The 

problem of this essay is about the role of the village government in the use of funds 

from the results of Village Owned Enterprises (BUM Desa) for increasing the welfare 

of the community in Karangsalam Village, Baturraden District. Type of this research 

is a normative juridical approach to the legislation and analysis approach. The data 

used are secondary data in the form of regulation, literatures, and primary data in the 

form of information or interviews with informants from the Karangsalam Village 

Government. 

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the 

Karangsalam Village Government has given its role to increase Village Original 

Income (PADes) through BUM Desa. The role given by the Village Government 

consists of the formation of BUM Desa "Dekade Maju", the development of BUM 

Desa, and capital participation for BUM Desa. The improvement of PADesa through 

BUM Desa aims to improve the welfare of the community by hoping for the results of 

businesses run by BUM Desa. Business results from BUM Desa will be a source of 

income for the PADesa that can be used for the purposes of improving the welfare of 

the community in Karangsalam Village. Facts on the field show that the existence of 

BUM Desa "Dekade Maju” has had an influence on improving the welfare of the 

people who are in Karangsalam Village, especially for people who are members of 

BUM Desa and participate in the carrying out of business activities managed by BUM 

Desa. However, the policy of the Karangsalam Village Government to use BUM 

Desa's business proceeds has not been able to be carried out in real terms towards 

improving the welfare of the people in Karangsalam Village. 
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